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1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten D 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indon sia 
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Ne 
Republik Indonesia Nomor 4247); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pena 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Indonesia Nomor 4725); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pera 
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 ten 
Bangunan Gedung perlu menetapkan Peraturan Bu 
tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repu 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah den 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undan a.ii 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 :l 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Repu ~ 
Indonesia Nomor 6398); 11 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemb 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaim 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Und s 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke u4 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu ti1f 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemb at} I 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 ten m! 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 T ml 
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Neg a 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tamb 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 11 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2 06 
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik lndon sil 
Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Neg l 
Republik Indonesia Nomor 4655); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terin tegrasi 
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah 

Peraturan 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repu 

Indonesia Nomor 5059); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

Pembentukan 



3 

2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Repu · 

Indonesia Nomor 6215); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Produk Hukum Daerah (Serita Negara Repu 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana te 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pera 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 

Penyelenggaraanlzin Mendirikan Bangunan 

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 

PelayananPerizinan Berusaha Terintegrasi 

Elektronik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2 

Nomor 917); 

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perum 

Rakyat Nomor 27 /PRT/M/2018 tentang Sertifikat 

Fungsi Bangunan Gedung (Serita Negara Repu 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1757) sebagaimana te aH 
diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum an 
Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 tent 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
Perumahan Rakyat Nomor 27 /PRT/M/2018 ten 
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Serita Neg a 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9, T 
2013 tentang Garis Sempadan (Lembaran Dae ah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 T 
2014 ten tang Bangunan Gedung (Lembaran Dae ah 
Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 2, Tamb an 
Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 131); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 T 
2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lemb an 
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sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ata 

dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai te 

manusia melakukan kegiatannya, baik untuk h 

atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, 

usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun 

khusus. 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai 

penyelenggara pemerintahan Daerah 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

kewenangan Daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Wonogiri. 

4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Um 

Kabupaten Wonogiri. 11 I 
5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerj ,. 

konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan ya, 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SERTIFIKAT LAIK FUN S 

BANGUNAN GEDUNG. 

MEMUTUSKAN : 

144); 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tah 

2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupa 

Wonogiri Tahun 2020 - 2040 (Lembaran Dae 

Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 2, Tamb 

Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 187); 

Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri No o 
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6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S 

Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas PMPTSP ad 

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan uru 

pemerintahan di bidang Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

7. Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung y 

memenuhi persyaratan administratif dan persyara 

teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung y 

ditetapkan. 11 

8. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung y n~ 
selanjutnya disingkat SLF Bangunan Gedung ad aH 
sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah un 
menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan ged 
fungsi umum baik secara administratif maupun 

sebelum pemanfaatannya. 
9. lzin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disin 

IMB adalah perizinan yang diberikan 
Daerah kepada pemilik Bangunan 
membangun baru, mengubah, memperluas, mengur 
dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai den an 
persyaratan teknis yang berlaku. 

10. Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan 
mengukur, dan mencatat nilai indikator, gejala, 
kondisi Bangunan Gedung meliputi komponen/ 
arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan ele 
prasarana dan sarana Bangunan Gedung, serta 
bangunan yang terpasang, untuk mengetahui kesesu 
atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis 
ditetapkan semula. 

11. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di ba 
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekre 

Daerah. 
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an penerbitan kewenangan (1) Bupati memiliki 
perpanjangan SLF. 

BAB IV 
KEWENANGAN PENERBITAN SLF 

Pasal 3 

(3) SLF sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan 
dasar permohonan Pemilik Bangunan Gedung a 
Pengguna Bangunan Gedung sesuai dengan 
Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung. 

s 

Pasal 4 

(1) Setiap Bangunan Gedung yang n 
harus memiliki SLF sebagai syarat untuk da 
dimanfaatkan. 

(2) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi Bangunan Gedung baru dan Bangunan Ged 
yang sudah ada (existing). 

BAB III 

UMUM 

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: 
a. mewujudkan penyelenggaraan Bangunan Gedung di 

daerah, yang memenuhi persyaratan administratif 
persyaratan teknis guna menjamin kehandalan te rs 

Bangunan Gedung; 
b. mewujudkan Bangunan Gedung yang sesuai den an 

fungsi, klasifikasi, tata bangunan, serta serasi 
selaras dengan lingkungan; 

c. mewujudkan kepastian hukum 
Bangunan Gedung. 

BAB II 

TUJUAN 

Pasal 2 
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c. penyerahan hasil rekomendasi atau dokumen LF 
kepada pemohon. 11 1 

(4) DPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 
mempunyai tugas: 
a. pemeriksaan kesesuaian dan/ atau keben 

dokumen Permohonan SLF yang diterima 
DPMPTSP; 

b. pengesahan hasil rekomendasi atau dokumen SLF; 
c. pemutakhiran pendataan; dan 
d. membentuk Tim Teknis Penyelenggaraan Banguna. 

(5) Dalam hal kemudahan pelayanan kepada masyar t, 
maka untuk melaksanakan penerbitan 
perpanjangan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat 
bupati mendelegasikan kewenangan kepada C 
untuk Bangunan Gedung yang IMB-nya diterbitkan 
kecamatan. 

(6) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
mempunyai tugas : 
a. penerimaan dan pemeriksanaan kelengja 

dokumen Permohonan SLF; 
b. pengesahan hasil rekomendasi atau dokumen SLF; 

huruf a, mempunyai tugas: 11 

a. penerimaan dan pemeriksanaan kelengka 
dokumen Permohonan SLF; 

b. pendataan; dan 

(2) Dalam melaksanakan penerbitan dan perpanjangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bu 

mendelegasikan kewenangan kepada: 

a. Perangkat Daerah yang melaksanakan 

pemerintahan di bidang Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas PM 

Kabupaten Wonogiri; 

b. Perangkat Daerah penyelenggara Bangunan Ged 

adalah Dinas Pekerjaan Umum atau DPU Kabupa en 

Wonogiri. •• 

(3) Dinas PMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
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HARYONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020 NOMOR 

ttd 

Diundangkan di Wonogiri 
pada tanggal 9 September 2020 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, 

Ditetapkan di Wonogiri 
pada tanggal 9 September 2 20 
BUPATI WONOGIRI, 

ttd 
JOKO SUTOPO 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memenn 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempa 
dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri. 

BABN 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

• 
c. pendataan; 

d. pemutakhiran pendataan; dan 

e. penyerahan hasil rekomendasi atau dokumen S F 

kepada pemohon 


